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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah Jalan Tol 

Solo – Yogyakarta diutamakan bagi tanah yang dimiliki oleh perseorangan 

dengan bentuk ganti kerugian berupa uang, berdasarkan kelengkapan 

berkas administrasi, hasil validasi, dan verifikasi data.  

2. Penyelesaian pemberian ganti kerugian terhadap selain pemilik tanah 

dapat dilakukan dengan putusan pengadilan terhadap sengketa 

kepemilikan hak atas tanah dan/atau asas pemisahan horizontal bagi 

penyewa tanah atau pemilik benda-benda yang berkaitan dengan tanah.  

B. Saran 

1. Instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian sebaiknya 

dilibatkan sejak tahap perencanaan, agar data yang diperoleh merupakan 

data yang valid, sehingga akan mempercepat proses pengadaan tanah dan 

meminimalisir permasalahan terkait data pihak yang berhak. 

2. Bagi pihak yang berhak sebaiknya memberikan informasi yang sebenarnya 

terkait status tanah yang dikuasainya, agar pemberian ganti kerugian tidak 

salah sasaran. 
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